
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya,
Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

a. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari
Menteri Dalam Negeri Nomor
188.31j3889jSJj2019, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan
Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Menimbang

BUPATI BALANGAN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGANNOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA,GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILANRAKYATDAERAH

TENTANG

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

3. Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
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(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara
dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya
dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan
Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal hari raya.

Pasa14

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di ubah, sehingga berbunyi
sebagai beriku t :

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun
2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan
Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 22), di ubah sebagai
berikut:

Pasal I

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURANBUPATI BALANGANNOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILANRAKYATDAERAH.

Menetapkan
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR24

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

H. RUSKARIADI

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATENBALANGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBALANGAN,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Juni 2019

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Juni 2019

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Pasal II
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